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pertumbuhan ekonomi nasional yang

sebesar 5,05% (yoy).

Dibalik tingginya angka pertumbuhan

ekonomi DIY, terdapat tantangan sosial

ekonomi yang mendasar di DIY. Dispari-

tas sosial ekonomi antar daerah ÔUtara-

SelatanÕ di DIY masih relatif lebar. Demi-

kian juga dengan tingkat kemiskinan

yang terkonsentrasi di wilayah Selatan

DIY. Sementara tingkat ketimpangan

ekonomi DIY, yang tercermin dari rasio

gini, pada tahun 2024 masih relatif tinggi

mencapai 0,43.  

Dari sisi perkembangan inflasi, DIY

tercatat mengalami lima kali deflasi sela-

ma tahun 2024. Deflasi terkini terjadi pa-

da bulan September 2024 sebesar

0,10% (mtm) (BPS, 2024). Deflasi yang

terjadi di DIY selama tahun 2024 teruta-

ma disebabkan penurunan harga ko-

moditas bahan pangan seiring pasokan

yang melimpah yang dihasilkan dari in-

ternal DIY maupun daerah sentra pro-

duksi lain di luar DIY. Kondisi deflasi

tersebut tentunya perlu diwaspadai agar

tidak menimbulkan disinsentif bagi pela-

ku usaha pertanian.

Potensi kerawanan lain dalam ekono-

mi DIY timbul dari sektor Pariwisata.

Kemudahan akses mobilitas masyarakat

dapat menjadi paradoks apabila tidak

dikelola dengan tepat. Salah satu cermi-

nan paradoks tersebut terlihat dari penu-

runan rata-rata lama menginap wisa-

tawan di DIY yang sebesar 1,5 malam

pada Agustus 2024, lebih rendah dari

Agustus 2023 yang mencapai 2 malam

(BPS, 2024). Potensi disinsentif pertani-

an dan penurunan kinerja pariwisata

apabila tidak diantisipasi maka dapat

mempengaruhi kesejahteraan masyara-

kat dan memicu ketimpangan yang se-

makin lebar serta menyebabkan gejolak

dalam stabilitas sosial ekonomi DIY.

Untuk mengantisipasi tantangan ter-

sebut, diperlukan upaya sinergi yang da-

pat memberikan nilai tambah secara si-

multan dalam perekonomian DIY. Pe-

ngembangan agrowisata dan agroindus-

tri dapat dipertimbangkan untuk menjadi

solusinya. Terdapat banyak lokasi yang

telah mengembangkan agrowisata dan

agroindustri, salah satu contohnya desa

Wukirsari, Kabupaten Bantul yang men-

jadi salah satu juara Desa Wisata Maju

Anugerah Desa Wisata Indonesia (AD-

WI) 2023.

Upaya tersebut dapat mendukung ke-

tahanan pangan sekaligus mendorong

peningkatan nilai tambah untuk pariwisa-

ta dan hilirisasi pangan yang harapan-

nya dapat menjaga keseimbangan pa-

sokan dan permintaan. Secara lebih lu-

as, strategi ini berpotensi menyerap

tenaga kerja dan mengurangi ketim-

pangan antar daerah. Pada intinya, dibu-

tuhkan sinergi dan kolaborasi, mulai dari

pemerintah, pelaku usaha, akademisi

hingga masyarakat untuk mengantisipa-

si ÓThe Chilean ParadoxÓ sehingga ter-

cipta diversifikasi ekonomi yang tahan

guncangan dan inklusif. Kebijakan pe-

merintah baik pusat maupun daerah

diperlukan untuk mendorong pengem-

bangan sektor ekonomi baru dan redis-

tribusi ekonomi.

Pelaku usaha harus berinovasi dan

mengadopsi teknologi untuk meningkat-

kan daya saing. Sementara masyarakat

perlu mendukung ekonomi lokal dan me-

ningkatkan kompetensi. Berbagai pe-

ranan tersebut perlu dilandasi dengan

kajian dan analisis mendalam dari aka-

demisi sehingga kebijakan dan keputus-

an yang dilakukan memiliki dasar yang

kuat, terarah dan efektif (research-based

policy). Melalui pendekatan kolaboratif

tersebut, diharapkan DIY dapat meng-

atasi berbagai tantangan dan mencapai

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan

berkelanjutan. ❑ -d

(Penulis, Kepala Tim Perumusan

Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

Daerah (KEKDA) Provinsi Kepala

Perwakilan Bank Indonesia DIY dan

Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)

menjadi sistem yang ber-

keadilan serta berfokus pada

mutu dan kesejahteraan guru.

Lalu persoalan guru juga

disoroti oleh Pusat Studi

Pendidikan dan Kebijakan

(PSPK). Organisasi itu

mengingatkan mengenai

pentingnya pemerataan gu-

ru berkualitas di Indonesia

serta pemenuhan hak guru

untuk berkembang secara

profesional dan terjamin ke-

sejahteraannya.

Selain mendorong per-

baikan tata kelola guru,

Komisi X DPR RI juga men-

dorong pelaksanaan amanat

konstitusi sebagai dasar

dalam mengurai dan menye-

lesaikan masalah pendidik-

an yang kompleks melalui

revisi Undang Undang No-

mor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional

dan UU Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan

Dosen.

ÓKomisi X juga mendorong

perbaikan mutu LPTK secara

komprehensif meliputi stan-

dar profesi guru yang digu-

nakan sebagai dasar untuk

pendidikan pra-jabatan, re-

krutmen guru baru, penem-

patan dan pemindahan, pela-

tihan dan pembinaan profesi

berkelanjutan, sertifikasi pro-

mosi, dan penggajian guru,Ó

kata Hetifah.       (Ant/San)-d

ÓSetiap kegiatan peredaran, penjualan,

dan penyimpanan minuman beralkohol

harus mematuhi peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku. Selain itu dalam dik-

tum kedua diinstruksikan ketegasan kepada

bupati dan walikota, hingga diktum terakhir,Ó

ungkapnya.

Beny menjelaskan, dalam diktum kedela-

pan yang tercantum dalam Ingub tersebut

setiap bupati dan walikota diharuskan untuk

melaporkan pelaksanaan instruksi tersebut

paling lambat 15 hari kerja. Instruksi

Gubernur berlaku mulai 30 Oktober 2024,

dan telah disampaikan kepada bupati, wa-

likota, serta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) melalui Sekretariat DPRD.

Selain itu, instruksi tersebut juga ditem-

buskan kepada Kementerian Perdagangan

untuk memastikan sinergi yang baik antara

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

ÓSoal batas waktu pembuatan ketentuan

laporan pelaksanaan instruksi harus sudah

diterima dalam waktu 15 hari. Dengan

langkah itu Pemerintah berharap dapat me-

ningkatkan pengawasan terhadap peredaran

minuman beralkohol, serta memberikan per-

lindungan kepada masyarakat dari dampak

negatif yang ditimbulkan. Jadi prinsipnya, bu-

pati dan walikota wajib melaksanakan

Instruksi Gubernur itu,Ó papar Beny.    (Ria)-d
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YOGYA (KR) - Pelatihan

Vokasi Industri yang digelar

Kamar Dagang dan Industri

(Kadin) DIY bersama Badan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Industri (BPS-

DMI) Kementerian Perindus-

trian (Kemenperin) di Hotel

Sahid Yogyakarta direspons

positif masyarakat, dilihat

dari jumlah peserta seba-

nyak 230 orang.

Kegiatan ini untuk mening-

katkan daya saing dan kete-

rampilan tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan itu juga di-

tandatangani Nota Kesepa-

haman (MoU) antara Wakil

Ketua Umum Kadin DIY

Robby Kusumaharta dengan

Kepala BPSDMI Masrokhan. 

ÓMoU ini merupakan lang-

kah strategis untuk mem-

perkuat sinergi antara dunia

industri dan Pemerintah da-

lam menyiapkan tenaga ker-

ja yang terampil, adaptif, dan

berdaya saing di era industri

4.0,Ó kata Robby Kusuma-

harta, Rabu (30/10).

Robby menyampaikan, ker-

ja sama ini merupakan bentuk

komitmen Kadin DIY dalam

memperkuat kolaborasi, ter-

utama dengan dunia pen-

didikan dan pelatihan vokasi

untuk menjawab kebutuhan

industri yang kian dinamis.

ÓKami berharap, melalui siner-

gi ini semakin banyak tenaga

kerja DIY yang terampil, se-

hingga mampu menghadapi

tantangan industri global seka-

ligus berkontribusi bagi pem-

bangunan ekonomi daerah,Ó

terang Robby. 

Masrokhan berharap Ka-

din DIY dan BPSDMI terus

berkomitmen dalam mendu-

kung program-program pe-

ngembangan SDM. Hal itu

penting untuk mencapai visi

industri yang maju, inovatif,

dan berkelanjutan di DIY.

ÓDengan adanya program

pelatihan vokasi ini, diharap-

kan dapat mencetak tenaga

kerja yang siap pakai dan se-

suai dengan standar kebu-

tuhan industri,Ó imbuh

Masrokhan.                  (Ria)-f

MOU KADIN DIY-BPSDMI KEMENPERIN
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ÓAda sejumlah hal yang membuat pekerja

tidak diuntungkan, seperti memberikan ke-

mudahan kepada pemberi kerja dalam mela-

kukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Padahal di regulasi sebelumnya ada meka-

nisme yang dilakukan agar pekerja dapat

dirumahkan. 

Selain itu ada kompensasi pesangon, ke-

mudahan memberikan kemudahan bagi

pekerja kontrak dan pekerja alih daya (out-

sourcing). Lalu memberikan kemudahan

kepada pekerja asing mendapatkan pekerja-

an serta pemberi kerja cenderung memberi-

kan upah yang tidak layak kepada pekerja.

Ini yang coba kami mohon agar di judicial re-

view kembali oleh majelis hakim,Ó ujar

Abdullah.

Ditambahkan, UU Cipta Kerja ini juga

memberikan kemerdekaan kepada pengusa-

ha mulai dari penggunaan tenaga kerja flek-

sibel dengan upah murah hingga kemudah-

an melakukan PHK kepada buruh. Dalam

kondisi tersebut, Gekanas meminta agar MK

untuk membatalkan dan mencabut klaster

ketenagakerjaan di UU Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang. (Ant/Has)-f
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Penjelasan tersebut merupakan pan-

dangan DPR untuk Perkara Nomor

62/PUU-XXII/2024, 87/PUU-XXII/2024,

dan 101/PUU-XXII/2024. Ketiga perkara

itu menguji konstitusionalitas Pasal 222

UU Pemilu yang mengatur ambang

batas pengusulan capres dan cawapres.

Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 di-

ajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizki

Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan

Tsalis Khoirul Fatna yang seluruhnya

merupakan mahasiswa. Dalam petitum-

nya, mereka meminta MK untuk menya-

takan Pasal 222 UU Pemilu bertentang-

an dengan UUD NRI Tahun 1945 dan ti-

dak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Perkara Nomor

87/PUU-XXII/2024 diajukan oleh empat

orang dosen, yaitu Dian Fitri Sabrina,

Prof. Muhammad, S. Muchtadin Al

Attas, dan Muhammad Saad. Keempat

pemohon tersebut meminta agar Pasal

222 UU Pemilu diubah menjadi: pa-

sangan calon presiden dan wakil presi-

den diusung oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilu

yang memenuhi persyaratan perolehan

kursi di DPR, selama tidak melebihi

persentase tertinggi partai politik peme-

nang pemilu.

Adapun, Perkara Nomor 101/PUU-

XXII/2024 diajukan oleh Direktur

Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi

dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT)

Hadar Nafis Gumay dan pegiat kepe-

miluan Titi Anggraini.               (Ant/Has)-f
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Prasetyo Hadi mengakui, belum ada

keputusan siapa saja jajaran pemerin-

tahan yang akan menggunakan mobil

dinas Maung. Menurutnya hal itu juga

menyesuaikan kapasitas produksi.

ÓDoakan saja biar Pindad bisa segera

produksi kualitas yang baik,Ó kata

Prasetyo.

Dikatakan, mobil dinas Maung akan

menggunakan skema beli bukan sewa,

sehingga kendaraan dinas itu akan men-

jadi investasi negara. Sedangkan me-

ngenai akan diapakan kendaraan dinas

lama menteri yang sudah digunakan saat

ini, akan dipikirkan beriringan nanti. ÓYa

nanti. Kan nanti begitu ada, itu kita

pikirkan mobil yang lama peruntukannya

seperti apa,Ó jelasnya.

Direktur Utama PT Pindad (Persero)

Abraham Mose mengatakan, pihaknya

sanggup memproduksi Maung untuk di-

gunakan sebagai kendaraan operasio-

nal para menteri sesuai Instruksi

Presiden Prabowo Subianto. 

ÓKita harus sanggup karena pasti

fasilitas, infrastruktur dukungan pasti

akan disiapkan. Secara prinsip memang

Pindad sudah memulai dan hasilnya su-

dah ada dan digunakan,Ó kata Mose.

Mose belum menjelaskan berapa unit

Maung yang disiapkan pihaknya untuk

dipakai jajaran menteri Kabinet Merah

Putih. (Ant/San)-d
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Dalam konferensi pers yang berlang-

sung Selasa (29/10) malam, Direktur

Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul

Qohar menegaskan bahwa tidak ada un-

sur politisasi dalam penetapan TTL seba-

gai tersangka. Karena itu ia secara tegas

menyatakan bahwa penyidik bekerja ber-

dasarkan alat bukti. ÓJadi, tidak terkecuali

siapa pun pelakunya, ketika ditemukan

bukti yang cukup, maka penyidik pasti

akan menetapkan yang bersangkutan se-

bagai tersangka,Ó katanya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang

Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)

Muhaimin Iskandar mengaku turut berse-

dih terhadap Tom Lembong yang ditetap-

kan sebagai tersangka dugaan tindak pi-

dana korupsi kegiatan importasi gula.

ÓSaya turut bersedih sebenarnya. Semo-

ga Pak Tom sabar mudah-mudahan ku-

at,Ó kata Muhaimin.

Saat ditanya lebih lanjut soal indikasi

kriminalisasi dari tim oposisi, Muhaimin

mengaku tidak mengetahuinya. ÓSaya

enggak tahu,Ó kilahnya.

Sementara Mantan calon presiden

Anies Rasyid Baswedan percaya bahwa

proses peradilan terkait Tom Lembong

akan berjalan secara transparan. ÓKami

percaya aparat penegak hukum dan per-

adilan akan menjalankan proses secara

transparan dan adil. Kami juga tetap akan

memberikan dukungan moral dan du-

kungan lain yang dimungkinkan untuk

Tom,Ó kata Anies melalui akun X resmi-

nya, @aniesbaswedan, seperti dikutip di

Jakarta.

Anies mengaku terkejut mendapat ka-

bar ditetapkannya Tom Lembong seba-

gai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Walau begitu, proses hukum tetap harus

dihormati. ÓKami ingin negeri ini mem-

buktikan bahwa yang tertulis di penje-

lasan UUD 1945 masih valid, yaitu

ÔNegara Indonesia adalah negara berda-

sarkan hukum (rechtsstaat), bukan ne-

gara berdasarkan kekuasaan belaka

(machtstaat),Ó ujarnya.            (Ful/Ant)-f
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TERKAIT PENGANIAYAAN SANTRI

V dan E Hanya Melerai Keributan di Kafe
YOGYA (KR) - Dua dari tujuh tersang-

ka kasus penganiayaan dan penusukan

dua santri, V dan E menyatakan hanya

terseret dalam peristiwa pada Rabu

(23/10) malam dan tidak ada di TKP.

Kejadian sebenarnya, sehari sebelum-

nya saat berada di Cafe area jalan

Prawirotaman Yogyakarta, Selasa

(22/10) malam, V dan E melihat keri-

butan tanpa tahu antar siapa dan

berusaha melerai.

ÓNamun, setelah melerai datang tiga

orang mengendarai sepeda motor salah

satunya membawa senjata tajam. Saat

bersamaan V melihat seseorang mem-

bawa sajam berjalan ke arah E dan akan

melayangkan sajam tersebut. V bermak-

sud menahan orang tersebut dan terjadi

perebutan sajam,Ó tutur Penasihat

Hukum E dan V Hariyanto SH, Rabu

(30/10).

Akibatnya V terkena sajam dibagian

jari tangannya. ÓSetelah berhasil meng-

amankan sajam tersebut, klien kami V

menyuruh teman-temannya untuk pu-

lang. Namun V masih diselimuti rasa

marah, sehingga membanting sajam

tersebut di meja  hingga terjadi kerusak-

an. Sebagai korban V yang terluka ke-

mudian melapor ke polisi dengan No

LP/B/484/X/2024/SPKT/Polresta

Yogyakarta/Polda DIY tertanggal 23

Oktober 2024,Ó jelasnya 

Diakui berita yang menyebutkan dua

kliennya (E dan V)  ikut terlibat dalam

penusukan santri di Prawirotaman pada

Rabu (23/10) dan ditampilkan pada

press release Polresta Yogyakarta Se-

lasa (29/10) harus diluruskan. ÓSaat ke-

jadian penusukan santri pada Rabu

(23/10), klien kami E dan V sedang ber-

ada di rumah dan tidak ada di lokasi ke-

jadian,Ó tandas Hariyanto

V dan E, justru mengetahui dari berita-

berita di media sosial. ÓSelaku penasihat

hukum klien kami memohon maaf terkait

kegaduhan yang ada. Kami coba melu-

ruskan kejadian yang sebenarnya, klien

kami tidak ikut terlibat karena banyak

orang berspekulasi dengan membawa

suku, Ó pungkas Hariyanto.           (Vin)-f

KR-Istimewa

Robby Kusumaharta dan Masrokhan dalam acara

penandatanganan MoU.


